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IDENTITAS RESPONDEN
Nama Lengkap PP PP PP PP

Nama Instansi L e

Jabatan TP
Usia D e tahun
Jenis kelamin : I Laki-laki [ Perempuan

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan dengan memberi tanda centang () pada
pilihan jawaban yang tersedia. Diharapkan pengisian kuesioner
disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.

Opsi Jawaban Variabel Y:

SS = Sangat Setuju (Ada secara keseluruhan)
S = Setuju (Ada sebagian besar)

TS = Tidak Setuju (Ada sebagian kecil)

STS = Sangat Tidak Setuju (Tidak Ada)

A. Bentuk Ketidaksesuian Pemanfaatan Ruang (Y)

No. Pernyataan SS S TS

STS

Terdapat bangunan yang tidak memiliki IMB di

1 kawasan pesisir, Kelurahan Sapolohe

Terdapat fungsi bangunan yang tidak sesuai
2 | dengan fungsi bangunan yang tertera pada
IMB di kawasan pesisir, Kelurahan Sapolohe

Terdapat bangunan yang tidak memenuhi
aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB)
dan/atau Garis Sempadan Pantai (GSP) di
kawasan pesisir, Kelurahan Sapolohe




Opsi Jawaban Variabel X1 — X3:

SS
S
TS
STS

= Sangat Setuju (Telah dilakukan secara rutin)
= Setuju (Kadang dilakukan)
= Tidak Setuju (Pernah dilakukan sekali)

Sangat Tidak Setuju (Belum pernah dilakukan)

B. Perencanaan (X1)

No.

Pernyataan SS S TS

STS

1

Pemerintah daerah telah secara rutin
memberikan sosialisasi tertib IMB di tingkat
desa/kelurahan

Pemerintah daerah telah memberikan edukasi
tertib IMB dengan memasang
poster/spanduk/baliho di setiap
desa/kelurahan

Pemerintah daerah telah memberikan edukasi
tertib IMB dengan memasang iklan di media
penyiaran

Pemerintah daerah telah memberikan edukasi
tertib IMB dengan memasang iklan di media
sosial

C. Pemanfaatan Ruang (X2)

No.

Pernyataan SS S TS

STS

1

Pemerintah daerah telah menyusun dan
menetapkan peraturan zonasi

Pemerintah daerah telah membuat PERDA
mengenai IMB sebagai persyaratan sebelum
mendirikan bangunan

Pemerintah daerah telah mempersyaratkan
kelengkapan berkas administrasi IMB (izin
pemanfaatan ruang) berdasarkan jenis
bangunan dan aturan yang berlaku

Pemerintah daerah telah memberikan
kemudahan prosedur perizinan




D. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (X3)

No. Pernyataan SS S TS STS

Pemerintah daerah telah melakukan survey,
mengkaji, dan melakukan pengawasan
sebelum mengeluarkan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)

Pemerintah daerah telah menurunkan tim
2 | teknis ke lapangan untuk mengawasi proses
pra konstruksi (awal pembangunan)

Pemerintah daerah telah menurunkan tim
teknis ke lapangan untuk mengawasi
berlangsungnya proses konstruksi
(pertengahan pembangunan)

Pemerintah daerah telah menurunkan tim
4 | teknis ke lapangan untuk mengawasi pasca
konstruksi (hasil akhir pembangunan)

Pemerintah daerah telah melakukan analisa
RTRW versus kondisi eksisting terhadap

5 .
pemanfaatan ruang dengan metode survei
lapangan
Pemerintah daerah telah memberikan sanksi

6 berupa surat teguran 1,2,3 hingga

pembongkaran bangunan bagi yang tidak
memiliki IMB




